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ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang membuat orang yang meminumnya menjadi
mabuk dan lupa diri, minuman beralkohol dalam masyarakat biasanya disebut dengan minuman keras.
Minuman berakohol (minuman keras) merupakan masalah klasik yang dialami sebagian besar
masyarakat di wilayah Indonesia, yang mana minuman beralkohol ini dianggap meresahkan dan hingga
kini masih belum terselesaikan. Penyebarannya yang kian meluas di seluruh kalangan masyarakat tidak
lagi memandang status ekonomi dan batas usia. Maraknya tindak kejahatan seperti perkelahian,
pembunuhan, pemerkosaan, tawuran masal dan sebagainya seringkali ditengarai pelakunya terlebih
dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol.

Upaya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007 tentang
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul. Perda nomor 6 tahun 2007 merupakan produk hukum yang pertama kalinya di Kabupaten Bantul
yang mengatur tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol. Lahirnya Perda tersebut juga
merupakan perwujudan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, sejahtera demokratis, dan agamis.

Pengamatan di beberapa lokasi di daerah Bantul seperti di daerah Palbapang, Kasihan dan
Piyungan merupakan tempat penyimpanan minuman beralkohol yang sering terkena razia, dan juga
warung remang — remang di sekitar tempat wisata pantai Parangtritis, Parangkusumo dan Samas,
menunjukan masih marak dan meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Dengan
luas wilayah 506, 85 km, pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul menjadi tantangan
seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat) untuk menciptakan Bantul
Projotamansari yang bersih dari pengaruh minuman beralkohol.

Penelitian tentang Efektifitas Pemberantasan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi
atas pelaksanaan Perda nomer 6 tahun 2007) dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dapat dilaksanakan (dijalankan) secara efektif.
Beberapa indikator dari efektivitas tersebut, yaitu: 1) meningkatnya peran penegak hukum, 2)
tercapainya tujuan penerapan sanksi bagi pelanggar Perda, dan 3) adanya peran serta masyarakat dalam
menegakan hukum.



Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya aparat Polisi
Pamong Praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban minuman beralkohol) telah memainkan
perannya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman besar bagi para
pelanggar, terutama distributor minuman beralkohol. Hanya saja, intensitas penertiban minuman
beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman
yang di jatuhkan hakim. Di sisi lain masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah
meningkatnya peredaran minuman beralkohol. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
adalah : 1) intensitas penertiban lebih ditingkatkan dengan perencanan yang matang, terukur dan
terarah. 2) penjatuhan sanksi yang sepadan, tidak saja berdasarkan pelanggaran tersebut, dan 3)
peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda minuman beralkohol sebagai upaya
membangun budaya hukum, tidak saja bagi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat
dimana hukum itu berlaku.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantul merupakan Kabupaten yang agamis , tertib dan tenang. Hal ini
dapat diketahui dengan adanya Ponpes di daerah tersebut, selaian itu suasana kota
yang terib dan aman. Akan tetapi Keagamisan, ketertiban, dan ketenangan
tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman
beralkohol dikalangan masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan
dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat seperti
sudah mewabah dalam masyarakat. Penyebarannya tidak lagi memandang status
sosial ekonomi serta usia.

Oleh pemerintahan Kabupaten Bantul masalah pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol ditangani dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang
mengatur tentang larangan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol.
Beberapa daerah yang kini tengah gencar melawan peredaran dan penjualan
minuman beralkohol di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul & Sleman.

Sampai saat ini, beberapa daerah tersebut terus berjuang untuk mencegah



meluasnya peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui perda yang
dibentuknya.'

Selain beberapa daerah di atas, Kabupaten Bantul juga termasuk daerah
yang semakin gencar melawan peredaran dan penjualam minuman beralkohol.
Sejauh ini pemerintahan Bantul telah menerbitkan dua perda yang mengatur
tentang pelarangan minuman beralkohol. Kedua Perda tersebut adalah:

1. Perda nomor 6 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol.”

2. Perda nomor 15 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan pengedaran dan
penjualan minuman berlkohol.

Dibentuknya beberapa Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret
pemerintahan bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk
menanggulangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat.
Hanya saja, sejauhmana efektivitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang
menyanksikan karena di beberapa wilayah Bantul, peredaran dan penjualan
minuman beralkohol semakin gencar kepelosok desa terutama di tempat wisata
pantai yang banyak warung remang-remang seiring dengan makin gencarnya
upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Beberapa persoalan yang muncul selama diberlakukannya perda tersebut

diantaranya:

! http://www.pikiran-rakyat.com, di Akses 14 Februari 2009.

2 Arsip Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Bagian Hukum
Pemerintahan Kabupaten Bantul.



1.

Intensitas penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap penjual dan
pengedar sampai distributor minuman beralkohol sejauh ini belum mampu
mencegah pedagang maupun distributor untuk berhenti mengedarkan
minuman beralkohol. Terbukti, dari beberapa kali razia yang dilakukan
petugas, yang terjaring sebagian adalah pemain lama yang sudah menjadi
target petugas. Disamping itu, pedagang juga tidak merasa khawatir dirugikan
karena ada jaminan dari distributor atas seluruh kerugian barang yang telah
disita petugas dan menggantinya dengan jumlah yang sama.

Faktor hukuman yang rendah, sehingga tujuaan dari pemidanaan untuk
memberikan efek jera belum mampu dirasakan hasilnya.

Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang tidak lepas dari dari
berbagai sorotan. Adanya peran oknum aparat hukum yang turut andil dalam
pengamanan bisnis minuman beralkohol di masyarakat menjadi catatan bahwa
penegak hukum masih pincang karena belum mampu menyentuh banyak
aspek. Sehingga peran penegak hukum dalam pelarangan pengedaran dan
penjual minuman beralkohol belum efektif.

Tidak tampaknya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau
melawan peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.3

Dalam penelitaian ini, penyusun secara khusus mengkaji tentang Perda

nomor 6 tahun 2007 sebagai salah satu Perda yang baru, beberapa masalah di atas
merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh seluruh pihak, khususnya

aparat penegak hukum untuk menunjukan keseriusannya dalam penegakkan

3 http://www.pikiran-rakyat.com, di Akses 11 Februari 2009.




hukum atas pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang
terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penelitian yang
lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas dasar inilah, penyusun mencoba
untuk melakukan telaah atas adanya pelarangan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol yang telah tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2007 dari
segi pelaksanaannya. Secara sepesifik, penyusun membatasi pada efektivitas
pelaksanaan Perda tersebut selama diterapkan di masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok masalah penelitian ini
adalah:
Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2007 tentang
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan penjualan
minuman beralkohol di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2007 tentang
pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul
dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagi bentuk social

control terhadap pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan,



Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan minuman beralkohol di
Kabupaten Bantul.
b. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan masyarakat bagi

penyusun khususnya dan pembaca yang berminat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektifitas hukum khususnya terhadap pelaksanaan
sebuah Peraturan Daerah, dari penelusuran berbagai karya tulis ilmiah dirasakan
masih langka, sehingga penyusun beranggapan bahwa penelitian terhadap masalah
ini dirasakan sangat penting dalam perkembangan penelitian hukum untuk
menambah referensi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan
sosiologi hukum. Berbagai penelitian hukum (khususnya diLingkungan Fakultas
Syari’ah) umumnya hanya mengupas masalah dari aspek normatif atau secara

yuridis saja.

Namun demikian, beberapa karya tulis berikut dapat menjadi rujukan

penting dalam penelitian ini, di antaranya:

Siswanto Sunarso dalam bukunya, Penegakan Hukum Psikotropika dalam
Kajian Sosiologi Hukum, yang melakukan kajian terhadap perananan penegak
hukum dan masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi

perkembangan penyalahgunaan psikotropika.*

* Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psiotropika dalam kajian Sosiologi Hukum,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).



Satu — satunya hasil penelitian yang berhasil penyusun temukan, buku ini

menjadi rujukan utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

M. Sholehuddin dalam bukunya, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana.
Buku ini membahas persoalan sekitar ide dasar ‘sistem dua jalur’ tentang sanksi
(pidana dan tindakan) serta impementasinya dalam produk legislasi. Bagaimana
kemudian aplikasinya dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran Perda Miras,

akan penyusun telaah berdasarkan konsepsi tersebut.’

Selain kedua buku di atas, sebagai rujukan tambahan, penyusun juga
sedikit merujuk pada tulisan A. Maradona dalam skripsinya, ”Upaya Unifikasi
Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman
Keras)”. Skripsi ini mencoba mencari titik temu antara hukum pidana Islam dan
hukum pidana positif dalam menyikapi kasus minum minuman keras. Skripsi ini
juga sebagai pengembang atas beberapa penelitian skripsi tentang obyek yang
sama, seperti penelitian yang dilakukan Ruslan tentang ‘“Alkohol dalam Islam
(Studi Komprasi antara al — Syafi’ie dan Abu Hanifah)”. Hendro Widiarto dalam
skripsinya, “Studi atas pandangan Ulama Madzab Hanafi tentang Khamr”, dan
Bunyamin dalam “Sanksi Hukum Peminum minuman Keras (Analisis Komparatif

Filosofik terhadap hukum Islam dan Hukum Positif)”.°

5> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2004).

® A. Maradona. “ Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif
(Studi Kasus Peminum minuman Keras)”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah Kalijaga
Yogyakarta, 2006.



E. Kerangka Teoritik

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, pembatasan
pokok masalah pada sejauh mana efektivitas pelakasanaan Perda Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan penjualan
minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, dalam hal ini penyusun
menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu; peran Penegak Hukum, Pemidanaan bagi
Pelanggar, dan Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Keterkaitan
pokok masalah dengan tiga aspek tersebut membutuhkan teori peranan untuk
mengetahui norma-norma social di masyarakat serta membutuhkan kerangka
konsepsional untuk membantu mendeskrisipkan dan menjelaskan pokok masalah
tersebut. Sedangkan menurut ajaran syariat Islam dan dari penjelasan-penjelasan
usul figh yang merupakan azaz hukumnya, maka akan mengarah kepada tiga
aspek, pertama mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat
dan jamaah. Kedua, agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan aqidah
dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial.
Ketiga, tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam syara’yaitu
kemaslahatan.

Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap minuman beralkohol di
Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 yang
merupakan upaya politik hukum pemerintahan Kabupaten Bantul sebagai langkah
penaggulangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum

pidana. Hal ini di karenakan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol



didalam hukum islam tidak membawa kemaslahatan. Sedang untuk efektivitas

hukumnya tergantung pada sejauh mana sistem hukumnya bekerja.

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman menggambarkannya atas tiga
aspek, bahwa sistem hukum itu :

1. Mempunyai struktur,

2. Terdapat substansi yang meliputi: aturan, norma dan perilaku nyata manusia
yang ada di dalam sistem tersebut. Termasuk pula dalam pengertian subtansi
ini adalah semua produk darinya, seperti keputusan aturan — aturan baru yang
disusun dan dihasilkan oleh orang - orang yang berada dalam sistem tersebut.

3. Memiliki budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai serta harapannya.’

Ketiga aspek tersebut digambarkan sebagai suatu struktur hukum yang
diibaratkan sebuah mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau
dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang
memutuskan untuk menghidupkan dan memaikan mesin, serta bagaimana mesin
itu harus digunakan.8

Melaui ketiga aspek tersebut, selanjutnya penyusun mencoba menyusun
kerangka pikiran sebagai berikut;

1)  Peranan Penegak Hukum

Pemikiran para sarjana sosiologi tentang manusia di dalam masyarakat,

diungkapkan dalam teori peranan. Mereka melihat manusia sebagai pelaku dari

peranan — peranan sosial.

" M. Lauence Friedman, American Law: An Introduction, edisi kedua, Alih Bahasa oleh
Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa,2001), him 8-10.

8 Ibid.



David Berry mengutip pemikiran beberapa sarjana sosiologi seperti Gross,
Mason,dan Mc Gachern, mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan —
harapan yang dikenakan pada individu yang menempatkan kedudukan sosial
tertentu. Harapan — harapan tersebut merupakan hubungan dari norma —norma
sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan — peranan itu di
tentukan oleh norma — norma di dalam masyarakat. Dengan kata lain kita
diwajibkan untuk melakukan hal — hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam
pekerjaan kita. Gambaran lain tentang peranan dimaknai sebagai apa yang
diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.9

Ada dua macam harapan dalam peranan, yaitu: 1) harapan-harapan dari
masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang
pertan, dan 2) harapan-harapan yang dimiliki si pemegang peran terhadap
masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peranannya atau kewajibannya.'?

Berbeda dengan Soerjono Soekanto. Ia lebih melihat kepada pentingnya
peran dalam mengatur perilaku seseorang. Menurutnya, peranan menyebabkan
seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang
lain. Dalam masyarakat, hubungan antara peranan-peranan individu dalam

masyarakat tersebut.''

° David Berry, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi, penerjemah Paulus Wirutomo,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), him 105-106.

19 1bid, him.107

1 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, cet. XII (Jakarta: Rajawali Press,
1990), hlm 269.



Selanjutnya ia menambahkan :

“Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi
dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
(social position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada

. . .. . 12
fungsi,penyesuain diri dan sebagai suatu proses”.

Dari situlah kemudian ia menyimpulkan bahwa dalam peranan mungkin
mencakup tiga hal, yaitu:

a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.13

Dari dua definisi tentang peranan sebagaimana telah dijelaskan di atas,
masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda. David Berry melihat
peranan sebagai seperangkat harapan, sedangkan Soerjono Soekanto menunjuk
peranan sebagai fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang secara
garis besar merujuk pada perilaku. Meskipun keduanya berbeda, namun jika
mengamati lebih jauh tentang peranan dalam berbagai dimensi sosial
kemasyarakatan, antara harapan dan perilaku dapat saling berhubungan atau

berkaitan erat. Harapan masyarakat terhadap peranan individu atau kelompok

2 1bid.

13 Ibid.
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akan menimbulkan perilaku tertentu dari individu atau kelompok dalam

memainkan peranannya, terkait dengan norma-norma yang dihubungakan dengan

posisi atau tempat, akan menimbulkan atau memberikan harapan bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam memaknai penegak hukum, menurut Jimly Assiddigie,
istilah penegak hukum dalam arti aparatur penegak hukum, mencakup pengertian
mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit,
aperatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum itu terdiri dari saksi,
polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, sampai kepada petugas-petugas sipil
lembaga pemasyarakatan. ¥

Dalam kesempatan lain Jimly menjabarkan tentang system penegakan
hukum. Menurutnya, terdapat tiga elemen yang terlibat dalam system
penegakakan hukum, yaitu:

a) Elemen aparat penegak hukum mulai dari polisi, pengacara, jaksa, hakim,
sampai kepada sipir penjara.

b) Elemen pelanggar hukum ataupun pihak-pihak yang berpekara, yaitu pelaku,
terperiksa, tersangka, terdakwa atupun terpidana, dan penggugat atau tergugat
(dalam hukum Perdata).

c) Elemen korban tindak pidana atau pihak yang dirugikan (dalam perkara

perdata).

14 1
Jimly

assiddiqgie, “PenegakanHukum” http://www.solusihukum.com/artikel/artikel69.php, di akses 10

februari 2009.
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Selain ketiga elemen tersebut, dalam proses peradilan pidana, terkait pula
mengenai peranan saksi yang terkadang kurang mendapat perlindungan oleh
hukum yang ada."

Dari dua definisi yang disebutkan di atas tentang peranan dan penegak
hukum, dapat dikatakan bahwa penegak hukum yang efektif dilakukan oleh
penegak hukum apabila mereka dapat memainkan perananya dengan baik.
Peranan dalam arti harapan masyarakat, akan menimbulkan respon penegak
hukum dalam berupaya menciptakan hukum agar dapat dijalankan secara
maksimal. Begitu pula sebaliknya, sikap dan tindak penegak hukum yang secara
instens menegakkan hukum menjadi harapan masyarakat dalam memberikan
support sekaligus turut memberikan peranannya pula bagi terciptabya masyarakat
yang tertib dan sadar hukum.

2)  Aspek Pemidanaan

Substansi hukum, khususnya menyangkut pemidanaan dan tujuannya,
perlu mendapat pemahaman dan pertimbangan secara seksama. Sebuah kajian
tentang system sanksi dalam hukum pidana melalui ide dasar Double Tarck
System penting untuk ditelaah.

Double Track System merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam
hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di
pihak lain. Perbedaan mendasar atas ide dasar keduanya terletak pada: “mengapa

diadakan Pemidanaan” sebagai titik tolak dari sanksi pidana, sedangkan sanksi

' Jimly assiddigie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi
Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani”. Makalah
disampaikan dalam forum kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat,
28 Oktober 2000.
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tindakan bertolak dari “untuk apa diadakan pemidanaan itu”."®Namun demikian,

seringkali perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam prakteknya
tampak samar.

Sanksi pidana sesungguhnya lebih bersifat reaktif terhadap suatu
perbuatan yang lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia
merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.
Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan
tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan
perlindungan pada pelaku.17

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan
(Bijzander Leed) Kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat atas perbuatanya.
Selain ditujukan pada penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan
bentuk pencelaan terhadap perbuatan si Pelaku. Dengan demikian, perbedaan
prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada atau tidaknya suatu unsur
pencelaan, bukan pada ada tidaknya suatu penderitaan, karena sanksi tindakan
lebih bersifat mendidik.'® Bagaimana kemudian tujuan pemidanaan berdasarkan
konsepsi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Perda.

3)  Peran Serta Masyarakat

16 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi, hlm. 17.

'7 Ibid. Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana,(Bandung: Alumni, 1992), him. 4.

'8 Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori, him.5 Lihat juga E. Utrecht,
Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana,(Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm.360.
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Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 1999 tentang Tata cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelengaraan Negara adalah salah
satu payung hukum terhadap peran serta masyarakat yang diharapkan pemerintah.
Ketentuan Umum pada Pasal 1 point 2 menyebutkan bahwa, “Peran Serta
Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan
sosial yang berlaku dalam m:alsyarakat.”19

PP tersebut meskipun sifatnya khusus menyangkut masalah
penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai produk
legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta masyarakat, maka
hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas pentingnya peran masyarakat
dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini, penyusun berpandangan bahwa
kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum (dalam hal ini
terkait dengan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol) tidak
cukup diselesaikan oleh penegak hukum saja, tetapi bagaimana memainkan peran
masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan yang timbul dari penegakan
hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat pula yang sebaiknya lebih banyak
berperan dalam penyelesaiannya.

Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang

menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu:

1 Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksaanaan Peran
Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
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a) Melakukan pencegahan terhadap pengedaran dan penjualan minuman
beralkohol.

b) Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukuman dari aparat penegak
hukum.

c) Pengembangan kelembagaan Masyarakat.

d) Melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan.
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisi, yakni untuk melukiskan secara
sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bintang tertentu secara actual dan
cermat,”’ yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok
permasalahan yang telah ditentukan.
2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Bantul
yang menjadi tempat diberlakunya Perda nomor 6 tahun 2007 tentang
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kabupaten Bantul.

3. Pendekatan Masalah

M. Igbal Hasn, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 22.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum®'  untuk
mengetahui bagaimana Perda nomor 6 tahun 2007 yang mengatur tentang
Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul
dapat termanifestasi dalam perilaku nyata baik dalam hal perannya aparat penegak
hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

4. Pengumpulan Data
a) Jenis Data
1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di
1apangan,22 dalam hal ini data maupun informasi tentang Perda nomor 6
tahun 2007 dan sejumlah data yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda
tersebut di Kabupaten Bantul.
2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil penelitian

yang sudah dipublikasikan, buku-buku dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
1) Studi dokumen; berupa salinan Perda nomor 6 tahun 2007, laporan
kinerja Pemda Kabupaten Bantul bidang Hukum, hasil penertiban

Minuman Beralkohol serta dokumen pendukungnya.

2 Georges Gurvitch dalm bukunya, Sosiologi Hukum, menyebutkan:”’Sosiologi hukum
ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari
hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar,dalam kelakuan kolektif
yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadan atau pembaharuan dalam
kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan domografis lembaga-
lembaga hukum)”.

George Gurvitch, Sosiologi Hukum, alih Bahasa oleh Soemantri Tirtodipuro & Moh Radjab,
(Jakarta: Penerbit Bhratara, 1988), hlm.52.

22 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok, hlm.83.
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2) Pengamatan (tidak terlibat) terhadap beberapa lokasi penjualan
minuman beralkohol, sejumlah kegiatan atau peristiwa yang
berhubungan dengan pengkonsumsian minuman beralkohol dan
pemusnahan barang bukti minuman beralkohol.

3) Wawancara dengan sejumlah narasumber untuk menggali informasi
tentang penertiban dan pemberantasan minuman berlakohol, yakni
dengan Setda Kabupaten Bantul, Dinas Ketentraman dan Ketertiban

(polisi Pamong Praja), Petugas Polres Bantul.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menggunakan pola: Induktif, berangkat dari upaya pelarangan pengedaran
dan penjualan minuman beralkohol di Bantul, kemudian diteliti implikasinya
terhadap penegakakan hukum. Juga pola deduktif, yakni memaparkan fakta-fakta
umum penegakkan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan
untuk memecahkan persoalan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman

beralkohol di Kabupaten Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan

yang secara singkat diuraikan sebagai berikut;
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Bab Satu memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan
masalah, pokok permasalahan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang
diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan
kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang akan

mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang tinjuaan hukum secara umum tentang
minuman beralkohol yang terdiri dari definisi minuman beralkohol, pengaruh dan

bahaya akibat minuman beralkohol serta bagaimana ketentuan hukumnya.

Bab Tiga tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul dengan melihat kondisi obyektif, visi dan misi pemerintah, persoalan
minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, serta memaparkan upaya pelarangan

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Bab Empat akan menganalisis lebih mendalam tentang sejauh mana
peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aspek moral penegak hukum,
pemidanaan terhadap pelanggar, dan bagaimana peran serta yang dilakukan

masyarakat untuk turut andil dalam upaya penegakkan hukum.

Bab Lima sebagai penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari
analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa
digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk

penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada empat bab sebelumnya tentang bagaimana
pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian,
Pengedaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, maka pada bab ini akan
membentuk kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Benang merah yang dapat
ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul sudah efektif, meskipun masalah pengedaran dan penjualan minuman
beralkohol =~ di Kabupaten Bantul masih dirasa sulit untuk melakukan
pemberantasan dan menghilangkannya

2. Dalam penegakan hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik secara teknis
maupun SDM penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman
beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah,
diantaranya:

a. Minimnya waktu yang diagendakan Distrantib atau Sat Pol PP dalam
melakukan kegiatan penertiban yang mana agenda penertiban dala setahun
hanya diagendakan 4 kali. Hal ini memberi peluang kepada distributor untuk
terus mengedarkan minuman beralkohol dengan skala yang lebih besar lagi

dan memberikan kebebasan penjual untuk menjual minuman beralkohol.
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b. Kurangnya jumlah aparat hukum dalam penertiban dan razia, menyebabkan
beberapa daerah di wilayah Kabupaten Bantul belum terjangkau oleh aparat
hukum, sehingga di wilayah—wilayah tersebut masih banyak pengedaran dan
penjualan minuman beralkohol.

c. Distributor minuman beralkohol memberikan dana yang besar kepada para
penjual dan penyalur untuk mengedarkan minuman beralkohol, sehingga
apabila penjual minuman beralkohol terkena razia maka distributor akan
mengganti barang dan kerugian sesuai dengan yang terkena razia. Hal inilah
yang menyulitkan Distrantib untuk memberantas minuman beralkohol di
Kabupaten Bantul.

3. Sedangkan masalah eksternal, kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak
hukum, yang mana masyarakat belum bisa bekerjasama dengan aparat hukum dalam
penertiban minuman beralkohol sehingga menjadikan lemahnya kontrol atas kinerja
aparat penegak hukum.

4. Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda sejauh ini masih jauh dari tujuan pemidanaan
itu sendiri, yang tidak saja untuk memberikan efek jera, tetapi juga memberikan
pelajaran agar mereka yang melangagar tidak mengulangi lagi perbuatanya. Realitas
yang terjadi adalah mereka yang melanggar hanya dikenakan hukuman yang sangat
ringan. Terlebih sejauh ini hukuman yang dikenakan sebatas denda yang nilainya
tidak terlalu memberatkan.,Yaitu maksimal dikenakan denda sebesar 50 juta atau
hukuman kurungan selama 3 bulan dan minimal dikenakan denda sebesr 1 juta atau

hukuman kurungan selama 1 bulan. Di samping itu, dari catatan hasil penertiban
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tampak bahwa yang ditertibkan kebanyakan adalah pemain lama (residivis).

Kenyataan tersebut tentunya sama sekali tidak menjerakan pelaku.

B. Saran

Kepentingan pemerintah dengan diberlakukannya Perda pelarangan
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol adalah untuk memberikan citra positif
masyarakat dengan diberantasnya minuman beralkohol. Kepentingan masyarakat
adalah terbebas dari problem sosial yang dinilai sangat meresahkan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Untuk itu dengan diberlakukanya Perda Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pelarangan pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul harus benar — benar dilaksanakan oleh segenap aparat penegak hukum.
Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak
distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol, Tentunya pemberantasan
minuman beralkohol juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, baik bersifat moril,
maupun dalam bentuk aksi nyata mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan
sekitar. Untuk itu masyarakat diminta agar memberikan pemahaman dan kesadaran
bagi pelaku yang melanggar untuk tidak berurusan dengan minuman beralkohol dan
secara individu menghindari minuman beralkohol merupakan jalan terbaik dalam
pencegahanya, selain itu masyarakat selalu memberikan informasi kepada aparat

hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.
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Selain itu sebenarnya di tangan hakimlah nasib suatu perkara berakhir, apakah
pelaku kejahatan atau pelanggar dihukum atau bahkan dibebaskan dalam penjatuhan
putusan bagi pelanggar minuman beralkohol, seharusnya hakim hendaknya
mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dalam memvonis pelanggar agar
mereka dibuat jera dan tidak melakukan lagi perbuatanya. Namun tidak hanya itu,
secara politis dukungan dari berbagai pihak (jajaran Muspida) kepada Pengadilan
Negri Bantul dalam menangani perkara pelanggaran minuman beralkohol sangat
berarti untuk kepentingan terwujudnya Kabupaten Bantul yang aman, tertib dan

bersih dari minuman beralkohol.
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